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ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL 
WAT TAMWIL (BMT) DI MAKASSAR 
 
  
Sri Fatmawaty Tahir 
Abdul Hamid Habbe 
M. Irdam Ferdiansah 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan Murabahah, risiko 
yang terkait dengan pembiaayaan Murabahah, dan cara mengatasi risiko yang 
terkait dengan pembiaayaan bermasalah pada BMT di Makassar. Penelitian ini 
menggunakan desain kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara 
langsung dengan pihak-pihak terkait. Peneliti juga mengumpulkan dokumen-
dokumen yang relevan dan mendukung pembahasan penelitian. Hasil penelitian 
menunjukkan praktik pembiayaan murabahah pada BMT di Makassar digunakan 
untuk pengadaan barang konsumsi maupun penambahan modal usaha 
(pembelian barang dagangan). Risko yang dihadapi secara umum adalah kredit 
macet. Kredit macet dapat disebabkan kebakaran atau penggusuran tempat 
usaha nasabah. Risiko lainnya yang dihadapi terkait dengan pengadaan barang 
adalah pihak BMT yang tidak bisa membelikan barang kepada nasabah sehingga 
harus diwakilkan. Risiko yang terkait dengan nasabah adalah nasabah yang 
berpindah tempat tanpa konfirmasi dengan pihak BMT. Cara mengatasi risiko 
yang terkait pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan rescheduling, 
restructuring, dan eksekusi.   
 
 






RISK ANALYSIS OF MURABAHA FINANCING AT BMT (BAITUL MAAL 
WAT TAMWIL) IN MAKASSAR 
 
Sri Fatmawaty Tahir 
Abdul Hamid Habbe 
M. Irdam Ferdiansah 
 
 
This research aims to know the practice of murabaha financing, any kinf of risk 
which is related to murabaha financing, and how to conquer the risks associated 
with financing problems at BMT in Makassar. This research use qualitative 
design. The research data obtained from direct interviews with relevant parties. 
Researchers also collected relevant documents and supporting research 
discussion. The results showed murabaha financing practices at BMT in 
Makassar used for the procurement of goods consumption and additional capital 
(purchase of merchandise). Risks in general are facing bad credit. Bad credit due 
to fire or eviction can place the customer's business. Other risks faced related to 
the procurement of goods is that BMT can not buy the goods to the customer and 
should be represented. Risks associated with the customer is migrating 
customers without confirmation with the BMT officer. How to cocquer the risks 
associated with financing problems is by performing rescheduling, restructuring, 
and execution. 
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1.1 Latar Belakang 
Dunia ekonomi Islam adalah dunia bisnis atau investasi (Ascarya, 2011). Hal 
tersebut dapat dicermati melalui tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi 
(ajakan bisnis dalam Alquran dan Sunnah) hingga tanda-tanda implisit untuk 
menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat, 
larangan riba, serta larangan judi dan spekulasi). 
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan perkembangan 
bank dan lembaga keuangan syariah (Muhammad dan Suwiknyo, 2009). 
Kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia diawali dalam 
Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-
Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 
1992. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 terdiri dari 10 bab dengan 61 pasal 
telah memberikan landasan yang kuat bagi praktik perbankan Islam di Indonesia 
karena beberapa pasalnya mengatur tentang perbankan Islam. Sedangkan 
Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tidak merubah semua pasal dari undang-
undang sebelumnya. Perubahan hanya dilakukan pada beberapa hal penting 
saja. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 merupakan salah satu kebijakan 
pemerintah sebagai usaha memperbaiki krisis ekonomi di Indonesia. Hingga 
pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah. 
Dikeluarkannya undang-undang tentang Perbankan dan dikeluarkannya 
Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank 





bahwa di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) 
timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. 
Lembaga keuangan wajib  menerapkan manajemen risiko secara efektif 
sebagai upaya meningkatkan good corporate governance dan manajemen risiko 
pada industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Wangsawidjaja, 
2012:86). Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 
Syariah telah diatur dalam PBI No. 13 /23/PBI/2011 tentang Penerapan 
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. 
Sehubungan dengan fungsi lembaga keuangan syariah sebagai lembaga 
intermediary dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas 
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung 
risiko kredit atau risiko pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012:89). Hal tersebut 
sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa 
penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan Unit Usaha 
Syariah (UUS) mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam 
pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah 
dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari 
dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, maka risiko yang 
dihadapi juga berpengaruh pada keamanan dana masyarakat tersebut. 
Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah 
tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujrah, atau 
bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank 
syariah dan nasabah penerima fasilitas (Wangsawidjaja, 2012:89). Selain itu, 
terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan 
bertambahnya waktu untuk penyelesaian non performing financing (NPF), serta 





Wangsawidjaja (2012) menuliskan berdasarkan statistik perbankan 
Indonesia 2011, pembiayaan bermasalah (non performing financing) lembaga 
keuangan syariah per Desember 2011 adalah NPF Bank Umum Syariah (BUS) 
dan Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah Rp 2.588 miliar (termasuk pembiayaan 
macet sebesar Rp 1.216 miliar) atau 2,52% dari total pembiayaan BUS dan UUS 
sebesar Rp 102.665 miliar, serta NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 
berjumlah Rp 164 Miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp 70 miliar) atau 
6,11% dari total pembiayaan BPRS sebesar Rp 2.676 miliar. 
Salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah adalah akad Murabahah. 
Wangsawidjaja (2012) mengemukakan bahwa berdasarkan penjelasan Undang-
Undang Perbankan Syariah akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu 
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli 
membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 
Berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2011, pembiayaan murabahah 
Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 56,365 
miliar rupiah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 2.154,494 
juta rupiah atau sekitar 55,56% dari total pembiayaan bank syariah yang 
berjumlah 105.331 miliar rupiah (Wangsawidjaja, 2012). Dari data statistik 
tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah merupakan jenis 
pembiayaan yang cukup diminati dalam produk pembiayaan syariah. Menurut 
Choudury dalam Sumiyanto (2004) dominannya pembiayaan murabahah terjadi 
karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih 
mengamankan bagi shareholder. 
Pendapat yang dikemukakan di atas secara implisit menunjukkan bahwa 
walaupun pembiayaan murabahah begitu mendominasi praktek pembiayaan 





Wangsawidjaja (2012) risiko yang mungkin dapat dianalisis dan diidentifikasi 
dalam pembiayaan berdasarkan akan murabahah antara lain risiko pembiayaan 
(credit risk) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default, dan risiko 
pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar 
akad murabahah diberikan dalam valuta asing. 
Adanya risiko pada pembiayaan murabahah inilah yang menimbulkan 
keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang praktek pembiayaan 
murabahah yang selama ini begitu dominan pada perbankan syari’ah dengan 
judul “ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAAL 
WAT TAMWIL (BMT) DI MAKASSAR”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah pada BMT di Makassar? 
2. Apa saja risiko yang terkait pembiayaan murabahah pada BMT di 
Makassar? 
3. Bagaimana cara mengatasi risiko pembiayaan murabahah yang 
bermasalah pada BMT di Makassar? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pembiayaan 
murabahah pada BMT di Makassar. 
2. Untuk mengetahui risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan 
murabahah pada BMT di Makassar. 
3. Untuk mengetahui cara mengatasi risiko terkait pembiayaan murabahah 







1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hal risiko pembiayaan 
murabahah pada BMT. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi 
acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
2. Untuk memberikan konstribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam 
bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam 
menerapkan sistem pembiayaan murabahah yang.  Diharapkan 
penelitian ini dapat menjadi pijakan dalam pengembangan BMT di masa 
yang akan datang. 
 
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini memberikan gambaran sistem pembiayaan Murabahah, 
dimana ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada risiko akad dalam 
pembiayaan Murabahah tersebut. Objek penelitian ini adalah BMT-BMT yang 
terdapat di Makassar. Desain penelitian yang digunakan adalah deksriptif 
analitis dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer 


























2.1 Tinjauan Umum Lembaga Keuangan Non Bank 
Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-38/MK/1V/1972, 
lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di 
bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana 
terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam 
masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Atau dapat juga 
diartikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, 
secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat 
dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.  
Ridwan (2004) mengemukakan lembaga keuangan syariah non-bank 
memiliki peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan efisien, oleh karena itu 
setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi, namun perbankan belum 
bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat kelompok 
masyarakat yang tidak terfasilitasi yakni: 
1. Masyarakat yang secara legal dan administratif tidak memenuhi kriteria 
perbankan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank menyebabkan 
sebagian masyarakat tidak mampu terlayani. Mereka yang bermodal kecil 
dan penghindar risiko tersebut, jumlahnya cukup signifikan dalam Negara-
negara muslim seperti Indonesia, yang sebenarnya secara agregat 
memegang dana yang cukup besar. 
2. Masyarakat yang bermodal kecil namun memiliki keberanian dalam 
mengambil risiko usaha. Biasanya kelompok masyarakat ini akan memilih 





3. Masyarakat yang memiliki modal besar dan keberanian dalam mengambil 
risiko usaha. Biasanya kelompok ini akan memilih pasar modal atau investasi 
langsung sebagai media investasinya. 
4. Masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non-investasi, misalnya 
pertanggungan terhadap risiko kekurangan likuiditas dalam kasus darurat, 
kebutuhan dana konsumtif jangka pendek, tabungan hari tua, dan 
sebagainya. Kesemua produk tersebut tidaklah ditawarkan oleh perbankan 
(karena regulasi perbankan yang juga membatasinya). Sebagai alternatifnya, 
kelompok masyarakat tersebut akan menggunakan jasa asuransi, pegadaian 
dan dana pension sebagai pilihan investasinya. 
Dasar hukum pendirian Lembaga keuangan non bank adalah Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 792 / MK / IV / 12 / 70 tanggal 7 Desember 1970 
kemudian diubah dan ditambah dengan keputusan Menteri Keuangan. Sistem 
lembaga keuangan bukan bank (LKBB) meliputi lembaga pembiayaan (leasing, 
modal ventura, pembiayaan konsumen, kartu kredit), usaha perasuransian, dana 
pensiun, dan juga berbagai jenis lembaga keuangan syariah bukan bank  yang 
telah beroperasi di Indonesia adalah Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, 
Baitul Maal Watamwil (BMT), dan Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah. 
2.1.1 Macam-Macam Lembaga Keuangan Syariah Non Bank 
Sudarsono (2004) menyebutkan macam-macam lembaga keuangan syariah 
non bank terdiri dari: 
1.  Baitul Maal Wattamwil (BMT) dan koperasi Pondok Pesantren 
Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah 
yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip 






2. Asuransi Syariah (takaful) 
Asuransi syariah menggantikan prinsip bunga dengan prinsip dana kebajikan 
(tabarru’), dimana sesame umat di tuntut untuk saling tolong menolong ketika 
saudara mengalami musibah. 
3. Reksadana Syariah 
Reksadana syariah mengganti sistem deviden dengan bagi hasil mudharabah 
dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai 
portofolionya. 
4. Pasar Modal Syariah 
Sebagaimana reksadana syariah, pasar modal syariah juga menggunakan 
prinsip yang sama. 
5. Pegadaian Syariah (Rahn) 
Lembaga ini menggunakan system jasa administrasi dan bagi-hasil untuk 
menggantikan prinsip bunga. 
6. Lembaga Zakat, Infak, Shadaqah dan Waqaf 
Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam system keuangan 
Islam, karena Islam mendorong umatnya untuk menjadi sukatelawan dalam 
beramal (volunteer). Dana ini hanya bisa di alokasikan untuk kepentingan sosial 
atau peruntukan yang telah digariskan menurut syariah Islam. 
2.1.2 Pengertian Baitul Mal wa Tamwil (BMT) 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) secara harfiah/lughowi berarti rumah dana 
(baitul maal) dan rumah usaha (baitul tamwil) (Ridwan, 2006). Kedua pengertian 
tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak berbeda pula. Baitul Maal 
dengan segala konsekuensinya merupakan lembaga sosial yang berdampak 





tamwil merupakan bisnis yang harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni 
efektif dan efisien. 
Muhammad (2000:106) menambahkan secara konsepsi BMT adalah 
suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: 
1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber dana seperti: zakat, 
infak ,shodaqah dll, yang dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak 
dalam mengatasi kemiskinan 
2. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. 
Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik suatu pengertian yang 
menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. 
Peran sosial BMT dapat terlihat pada defenisi  baitul maal, sedangkan peran 
bisnis BMT terlihat dari defenisi baitul tamwil. Usaha-usaha tersebut menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan 
ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. 
Baitul maal sebagai lembaga sosial memiliki kesamaan fungsi dan peran 
dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus di 
dorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. 
Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, 
sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lain, dan upaya pensyarufan zakat 
kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah (UU 
Nomor 38 tahun 1999). 
BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor 
keuangan, yakni simpan pinjam. BMT mempunyai peluang untuk 





yang dilarang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan bank. Karena BMT 
bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan. 
2.1.3 Sejarah Umum dan Perkembangan BMT  
Pada zaman Rasulullah sumber pendapatan Keuangan Negara adalah 
ghanimah, khums (pajak atas kekayaan), zakat, jizyah, dan kharaj 
(Wangsawidjaja, 2012:5). Pada masa itu orang-orang yang menyebarkan agama 
dan pejabat negara mendapatkan gaji dari dana tersebut. Baitul maal yang 
dibentuk pada awal pemerintahan masih berbentuk pusat pengumpulan dana 
dan pembagian kekayaan publik yang belum melembaga. 
Lembaga baitul maal (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial 
yang pertama dibangun oleh Nabi (Ridwan, 2004:56). Lembaga ini berfungsi 
sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh Rasul itu merupakan 
proses penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan 
(expenditure) secara transparan (Muhammad, 2003). 
Labatjo dalam Yaya dkk (2009) memandang bahwa praktik lembaga 
keuangan baitul maal pada zaman Rasulullah baru berada pada tahap 
penyiapan personal yang menangani fungsi-fungsi lembaga keuangan negara. 
Baitul maal  yang didirikan oleh Rasulullah SAW  tidak mempunyai bentuk yang 
formal. Keadaan ini bertahan sampai pada masa pemerintahan khalifah Abu 
Bakar ra, dimana dapat dikatakan tidak ada perubahan yang signifikan dalam 
pengelolaan baitul maal.  
Baitul maal dalam arti Kantor Perbendaharaan Negara baru dibentuk pada 
pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab (Wangsawidjaja, 2012). Pada masa 
pemerintahan tesebut, sejalan dengan bertambah luasnya wilayah pemerintahan 
Islam, volume dana yang dikelola dan keragaman kegiatan baitul maal juga 





dibuatnya sistem administrasi dan pembukuan yang mampu menangani 
perkembangan tersebut. 
Baitul maal semakin mapan bentuknya pada zaman khalifah Umar bin 
Khattab karena pada masa tersebut sistem administrasi dan pembentukan 
dewan-dewan dilakukan untuk ketertiban administrasi (Kara, 2005:61). Umar 
juga meluaskan baziz zakat dan sumber pandapat lainnya. Di lain pihak ia juga 
sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muslimin (Kara, 2005:61). 
Pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab ra, dalam hal kebijakan moneter, 
boleh dikatakan pemerintahan Islam belum memiliki sejenis bank sentral yang 
mengatur kebijakan moneter, karena pada masa itu belum ada dinar Islam yang 
dicetak oleh pemerintah Islam. Ketika itu dinar Romawi dan dirham Persia yang 
digunakan sebagai alat bayar (Maryam dkk, 2002:57).  
Masa pemerintahan Khalifah Ali  ra, merupakan masa dimana dicetak dinar 
Islam dalam bentuk yang khas pemerintahan Islam (Maryam dkk, 2002). Namun 
karena keadaan politik saat itu mengakibatkan peredarannya sangat terbatas. 
Jadi dapat dikatakan bahwa baitul maal di jaman Rasulullah saw dan Khulafaur 
Rasyidin ra tidak menjalankan fungsi kebijakan moneter dalam arti mengelola 
jumlah uang yang beredar. 
Penjajahan yang terjadi di negara-negara Islam membawa perubahan dalam 
sistem pemerintahan, politik dan ekonomi (Ridwan, 2004:66). Sistem ekonomi 
pada umumnya tidak bisa lepas dari sistem politik. Warisan ekonomi penjajahan 
membawa masalah seperti pengangguran, inflasi serta terpisahnya agama dan 
ekonomi serta politik, yang mengakibatkan ketidak berhasilan  dalam 
pembangunan ekonomi.  
Kondisi tersebut menimbulkan pemikiran di kalangan negara Islam, bahwa 





(Ridwan, 2004:67). Konsep ini berangkat dari kesadaran para pemimpin negara 
Islam bahwa sistem ekonomi penjajah tidak dapat mengatasi masalah. Dalam 
masalah keuangan, ditemukan terminologi baru bahwa sistem bunga yang ribawi 
yang dikenalkan oleh penjajah telah menghilangkan baitul māl dalam khasanah 
kenegaraan, maka kesadaran ini telah mengarahkan pada sistem keuangan 
yang bebas riba. 
Rintisan lembaga keuangan yang bebas riba dimulai di Mesir pada dekade 
1960-an dan beroperasi sebagai rural-social bank (semacam lembaga keuangan 
unit desa di Indonesia) di sepanjang delta Sungai Nil (Antonio, 2001:19). 
Lembaga dengan nama Mit Ghamr Bank tersebut hanya beroperasi di pedesaan 
dan berskala kecil. Institusi ini yang kemudian menjadi pemicu perkembangan 
sistem finansial dan ekonomi Islam. 
Pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam 
(OKI) di Karachi, Pakistan, Desember 1970, Mesir mengajukan sebuah proposal 
untuk mendirikan bank syariah (Antonio, 2001:19). Sidang Menteri Keungan OKI 
di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau 
Islamic Development Bank (IDB) tersebut. Semua anggota OKI menjadi anggota 
IDB. 
Tujuan utama IDB adalah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan 
ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat Islam 
(Manan, 1993:191). Fungsi utama bank ini berperan serta dalam modal usaha 
dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan disamping 
memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota dalam bentuk lain 





Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan 
lembaga keuangan syariah (Antonio, 2001:21). Komite ahli IDB kemudian 
menyusun berbagai peraturan dan perangkat pengawasan, untuk 
mengakomodasi rencana pendirian bank Syariah tersebut.   
Bank Syariah tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni Bank 
Islam Komersial (Islamic Commercial Bank ) dan Lembaga Investasi dalam 
bentuk International Holding Companies (Antonio, 2001). Pada periode tahun 
1970 -an negara Islam telah banyak yang mendirikan lembaga keuangan 
syariah, seperti Mesir, Sudan, Dubai, Pakistan, Iran, Turki, Bangladesh, 
Malaysia, dan termasuk Indonesia pada dekade 1990- an. 
Prakarsa untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada 
tahun 1990 (Antonio, 2001:25). Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-
20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di 
Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah 
Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, 22-25 Agustus 1990. 
Bank Muamalat kemudian dibentuk berdasarkan hasil Munas tersebut.  
Pada awalnya kehadiran BMI belum mendapat perhatian baik dari 
pemerintah maupun industri perbankan (Ridwan, 2004:71). Namun dalam 
perkembangannya, ketika BMI dapat tetap eksis ketika terjadi krisis ekonomi 
tahun 1997, telah mengilhami pemerintah untuk memberikan perhatian dan 
mengatur secara luas dalam undang-undang, serta memacu segera berdirinya 
bank-bank syariah lain baik dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah 
(BPRS). 
Kehadiran BMI pada awalnya diharapkan mampu untuk membangun kembali 
sistem keuangan yang dapat menyentuh kalangan bawah (grass root) (Ridwan, 





umum terikat dengan prosedur perbankan yang telah dibakukan oleh undang-
undang. 
Akhirnya dibentuklah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang 
diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat 
bawah (Ridwan, 2004). Namun dalam realitasnya, sistem bisnis BPRS terjebak 
pada pemusatan kekayaan hanya pada segelintir orang, yakni para pemilik 
modal. Sehingga komitmen untuk membantu derajat kehidupan masyarakat 
bawah mendapat kendala baik dari sisi hukum maupun teknis.  
Dari persoalan diatas, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah 
alternatif. Yakni sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga 
sosial. Juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian 
kecil orang pemilik modal (pendiri) tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi 
secara merata dan adil.  
BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial (Ridwan, 
2004:126). Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada 
sektor keuangan yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan, yakni 
menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya 
pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.  
Sifat usaha BMT yang beorientasi pada bisnis (core bisnis) dimaksudkan 
supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara professional, sehingga 
mencapai tingkat efsiensi yang tinggi (Ridwan, 2006). Dari sinilah BMT akan 
mampu memberikan bagi hasil yanh kompetitif kepada para shahibul maal serta 
mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya. 
Aspek sosial BMT (Baitul Maal) sendiri berorientasi pada peningkatan 
kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis (Ridwan, 





dana zakat, infaq, dan sedekah, kemudian setelah dinilai mampu harus 
dikembangkan usahanya dengan dana bisnis/komersial. Dana zakat hanya 
bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat akan terus 
bertambah. 
Mekanisme dan kontrol BMT tidak saja dari aspek ekonomi saja atau kontrol 
luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih 
dominan, hal ini dikarenakan BMT beroperasi dengan pola syariahs. Lubis dalam 
Wangsawidjaja (2012) mengungkapkan bahwa pada masa sekarang, lembaga 
swadaya masyarakat baitul maal wa tamwil (BMT) membantu membangun 
sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha 
produktif guna meningkatkan taraf hidup para anggotanya. 
2.1.4 Asas dan Landasan BMT 
BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah 
islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan / koperasi, kebersamaan, 
kemandirian dan profesionalisme (Ridwan, 2006:6). Dengan demikian 
keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagi lembaga 
keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.  
Seiring perkembangannya, BMT memang belum memiliki badan hukum 
resmi. BMT berkembang sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau 
Kelompok Simpan Pinjam (KSP) (Ridwan, 2006:2). Saat ini pada umumnya 
kepengurusan BMT dikelola oleh manajer, teller, marketting dan pengurus dan 
berada dibawah bimbingan kementrian koperasi dan UKM (Usaha Kecil 
Menengah).  
Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memungkinkan 
penerapan sistem operasi bagi hasil adalah perbankan dan koperasi. Saat ini, 





hukum koperasi mengingat BMT berkembang dari kelompok swadaya 
masyarakat. Selain itu, dengan berbentuk koperasi, BMT dapat berkembang ke 
berbagai sektor usaha seperti keuangan dan sektor riil.  
Penggunaan badan hukum KSM atau koperasi dikarenakan BMT tidak 
termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU nomor 7 tahun 
1992 dan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan,yang dapat dioperasikan 
untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Djazuli, 2002). Menurut 
Undang–Undang pihak yang berhak menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat adalah Bank Umum dan Bank perkreditan rakyat, baik dioperasikan 
dengan cara konvensioanal maupun dengan prinsip bagi hasil.  
2.1.5 Fungsi dan Tujuan BMT 
Didirikannya BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha 
ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya (Ridwan, 2006:5). Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT 
berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 
Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup 
melalui peningkatan usahanya. 
Menurut Ridwan (2006) fungsi dari BMT adalah: 
1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan 
mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat 
dan daerah kerjanya. 
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi professional dan 
islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan 
global. 
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka 





4. Menjadi perantara keuangan antara agnia (yang berhutang) sebagai shahibul 
maal dengan dhuafa sebagai mudharib, terutama untuk dana sosial seperti 
zakat, infaq, sedekah wakaf hibah dll. 
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal 
maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha 
produktif. 
2.1.6 Ciri-ciri Utama BMT 
Menurut Ridwan (2006) BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan 
ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat. 
2. Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan 
penggunaan zakat, infaq dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak. 
3. Ditumbuhkan dari bawah berdasar peran dari masyarakat sekitarnya. 
4. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu 
sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain diluar masyarakat. Atas 
dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan atau hanya dimiliki dan 
dimonopoli oleh sekelompok orang. 
BMT Memiliki ciri-ciri khusus yang terdiri dari: 
5. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif-proaktif. Pelayanan mengacu pada 
kebutuhan anggota, sehingga semua semua staf BMT harus mampu 
memberikan yang terbaik buat anggota dan masyarakat (excellent service – 
ahsanu ‘amala) 
6. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar. 
7. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota. Pendampingan ini akan 






2.1.7 Produk dan Mekanisme Operasional BMT 
Pendirian BMT didesain untuk bermitra dengan usaha-usaha mikro yang 
tidak bisa dijamah oleh perbankan, baik konvensional maupun syariah. Selama 
ini perbankan masih kesulitan untuk mengalirkan dananya ke usaha mikro, hal ini 
karena jenis usaha ini dinilai kurang ekonomis untuk mendapatkan pembiayaan 
dari bank. Belum lagi karena berbagai kendala seperti masalah agunan, serta 
kondisi administrasi keuangan yang dinilai kurang memenuhi syarat. 
Kegiatan utama BMT adalah menghimpun dana dan mendistribusikan 
kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark up/margin sesuai 
syariah. Dasar-dasar pengelolaan BMT dengan sistem syari’ah tidak 
menggunakan bunga sebab bunga adalah riba. Komitmen ini berdasarkan pada 
pengertian mengenai Q.S. 2 :278-279, 2 : 275-276, 3:130, 4:29, dan 30:39. 
Apalagi setelah MUI, dalam Rakernas di Jakarta Desember 2004, menyatakan 
fatwanya bahwa bunga bank haram hukumnya sebab bunga bank adalah riba. 
Seiring dengan gagasan Islamisasi perbankan, maka BMT pun mempedomani 
prinsip bagi hasil sebagai pengganti sistem bunga (Ridwan, 2004:33). 
Selama ini demi menjaga konsistensi lembaga keuangan yang 
mengatasnamakan Islam di Indonesia terutama pada level BMT, saat ini lingkup 
lembaga keuangan Islam sangat mendesak untuk mengembangkan pertukaran 
pandangan mengenai kemampuan produk-produk keuangan mereka sebagai 
satu kesatuan dalam kerangka pengganti sistem bunga, yang seharusnya lebih 
mampu membentuk keadilan ekonomi (Kuntowijoyo, 2001:102). Upaya itu adalah 
kebutuhan dalam kerangka menghilangkan kelemahan lembaga keuangan Islam 






Fungsi dan layanan BMT tidak berbeda dengan bank syari’ah dalam hal 
pembiayaan. BMT juga menjadi penyandang dana bagi pengusaha yang  datang 
kepadanya untuk mengajukan permohonan dana. Besar kecil dana dalam 
permohonan pengusaha itu pada akhirnya mendapatkan ketetapannya dari pihak 
BMT.  
Menurut Ridwan (2006) jenis-jenis layanan melalui produk BMT pun tidak 
berbeda dari jenis layanan bank syari’ah, yang dapat dibagi menjadi: 
1. Produk Funding 
Produk funding di BMT merupakan produk yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan dana, guna membiayai operasional rutin. Secara umum produk 
funding di BMT menganut dua prinsip yakni: Wadi’ah dan Mudharabah. 
a. Wadi’ah 
Wadi’ah berarti titipan, sedangkan prinsip wadi’ah dalam produk BMT 
merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT. Pengembangan prinsip 
wadi’ah menjadi dua bagian, yaitu: 
1. Wadi’ah amanah 
Wadi’ah amanah adalah penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak 
memiliki kewenangan untuk memanfaatkan barang tersebut. Penyimpan 
menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan keamanan dan 
kenyamanan. 
2. Wadi’ah yad dhamanah 
Wadia’ah yad dhamanah adalah penitipan barang atau uang (umumnya 
uang), dimana BMT berwenang untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar 







3. Prinsip Mudharabah 
Mudharabah yang dimaksud dalam produk BMT adalah bagi hasil antara 
pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib). Mudharabah 
secara umum dibagi menjadi dua yakni: 
a. Mudharabah mutlaqah (umum/bebas) 
Mudharabah mutlaqah adalah akad penyimpanan dari anggota kepada 
BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT tidak mendapat pembatasan 
apapun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk 
memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar 
akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan 
nisbah diawal akad. 
b. Mudharabah muqayyadah (terikat) 
Mudharabah muqqayadah adalah akad penyimpanan dari anggota 
kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT dibatasi dalam 
penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya 
dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini, 
BMT tidak dapat melakukan penyimpangan dalam penggunaannya. 
Kesepakatan besarnya bagi hasil dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu. 
4. Produk Financing 
Produk pembiayaan BMT secara umum sama dengan bank syariah, yang 
dibagi menjadi empat prinsip, yakni: 
a. Prinsip Bagi Hasil (profit and loss sharing atau revenue sharing) 
1. Musyarakah 
Musyarakah adalah akad kerja sama antara BMT dengan pihak lain 
dalam  suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak menyertakan 





ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dalam akad ini, 
kedua belah pihak sepakat membagihasilkan keuntungan dan kerugian 
beradasarkan nisbah. 
2. Mudharabah  
Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha dimana pihak pertama 
sebagai shahibul maal menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang 
lain sebagai pengelola atau mudharib menyediakan seluruh keterampilan, 
tenaga, dan waktu. Keuntungan dari investasi mudharabah dibagi 
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika terjadi 
kerugian, maka akan ditanggung oleh shahibul maal selama kerugian 
tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak mudharib. Namun jika 
kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan mudharib, 
maka mudhariblah yang berkewajiban menanggung kerugian tersebut. 
3. Muzara’ah  
Muzara’ah merupakan kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan 
petani penggarap, dimana pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada 
petani untuk menggarap lahan pertaniannya guna ditanami dan dipelihara 
dengan imbalan bagi hasil dari hasil pertaniannya. 
b. Prinsip Jual Beli 
1. Ba’i Al Murabahah 
Ba’i Al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah 
dengan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi ini penjual harus 
memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi 







2. Ba’i As Salam  
Ba’i as salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari 
tetapi pembayarannya dilakukan di muka. 
3. Ba’i Al Istishna’ 
Ba’i al istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan 
pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang (produsen) menerima 
pesanan dari pembeli. Produsen kemudian memproduksi barang melalui 
orang lain (men-subkontrakkan) sesuai dengan spesifikasi yang telah 
ditetapkan oleh pemesan. Setelah barang jadi, barang dijual kepada pembeli 
akhir dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati. 
4. Prinsip Sewa (Ijarah) 
Pada perkembangannya prinsip sewa ini dikembangkan menjadi bentuk 
akad ijarah muntahia bit tamlik. Akad ini merupakan perpaduan antara ijarah 
dan al ba’i yakni akad sewa yang diakhiri dengan jual beli. Transaksi ini juga 
dikenal dengan sewa beli. 
5. Jasa 
a. Al Wakalah 
Al wakalah berarti wakil atau pendelegasian. Dalam terminologi BMT 
yang dimaksud dengan al wakalah adalah perjanjian antara BMT dan 
anggota dimana anggota memberikan pelimpahan kepercayaan kepada BMT 
untuk mewakilinya guna menyelesaikan pekerjaan tertentu. 
b. Al Kafalah 
Aplikasi al kafalah adalah penjaminan atau garansi BMT kepada anggota 
karena anggota memerlukan adanya jaminan untuk kepentingan usahanya 





jasa penjaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua 
belah pihak. 
c. Al Hawalah 
Al hawalah merupakan akad pengalihan hutang dari seseorang kepada 
orang lain yang sanggup menanggungya. 
d. Ar-rahn 
Ar-rahn merupakan akad untuk menahan salah satu harta peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang dijaminkan 
harus bernilai ekonomis sehingga BMT memiliki kepastian pembayarannya. 
e. Al-qard 
Al-qard merupakan bagian dari transaksi ta’awuni atau tolong menolong 
dan bukan untuk komersial. 
Pembahasan selanjutnya hanya akan dibatasi pembahasan mengenai 
pembiayaan murabahah. 
 
2.2 Tinjauan Umum Pembiayaan Murabahah 
2.2.1 Definisi Murabahah 
Menurut bahasa murabahah berasal dari kata Ar-Ribhu yang berarti 
 ُءاَم َّنلا   (an-namaa’) yang berarti yang artinya 'keuntungan' yaitu 'pertambahan nilai 
modal'. Kata murabahah merupakan bentuk mutual yang bermakna 'saling'. 
Jadi, murabahah artinya 'saling mendapatkan keuntungan'. Dalam ilmu 
fiqh, murabahah diartikan 'menjual dengan modal asli bersama tambahan 
keuntungan yang jelas' (Al-Mushlih dan As-Shawi, 2004:198). 
Antonio (2001:101) mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan bahwa 





keuntungan yang disepakati". Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga 
produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. 
Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual 
beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meilputi harga 
barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang 
tersebut, dan tingkat keuntungan  (margin yang diinginkan) (Ascarya, 2011). 
Adapun Wangsawidjaja (2012:200) memberikan pengertian bahwa akad 
murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan 
barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana 
penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. 
Rahmawan (2005) menambahkan murabahah merupakan suatu kontrak usaha 
yang didasarkan atas kerelaan antara kedua belah pihak atau lebih dimana 
keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari mark up harga 
sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa. 
Karim (2003) secara singkat mengemukakan bahwa murabahah adalah 
akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan 
(margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah 
satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan 
berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). 
Sudarsono (2004:62) mendefinisikan murabahah sebagai jual beli barang 
pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak 
bank dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian 
barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah 
tertentu. 
Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal 





pembayaran yang ditangguhkan. 2) Barang yang dibeli menggunakan harga 
asal. 3) Terdapat tambahan keuntungan (komisi, mark up harga, laba) dari harga 
asal yang telah disepakati. 4) terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak 
(pihak penjual dan nasabah) atau dengan kata lain, adanya kerelaan di antara 
keduanya. 5) Penjual harus menyebutkan harga barang kepada pembeli 
(memberi tahu harga produk). 
2.2.2. Landasan Hukum 
Antonio (2001) menuliskan landasan syari'ah murabahah adalah sebagai berikut: 
1. Q.S. al-Baqarah [2]: 275, 
...اَب ِّرلاَُم َّرَحَوَُعْيَبْلا  ُ َّاللََُّّلََحأَو....  
"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." 
Dan juga hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Suhaib ar-Rumi bahwa 
Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual 
beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum 
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (H. R. Ibnu Majah). 
ُ        Para ulama telah mengemukakan kehalalan murabahah karena keumuman 
dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya jual beli dalam skala umum. Ijma 
kaum muslimin menjadi landasan kebolehan murabahah ini, karena jual beli ini 
juga dilakukan di berbagai negeri dan setiap masa (Al-Mushlih dan As-Shawi, 
2004). Orang yang tidak memiliki ketrampilan jual beli dapat bergantung kepada 
orang lain dan hatinya tetap merasa tenang. Ia bisa membeli barang dan 
menjualnya dengan keuntungan yang logis sesuai kesepakatan. 
Sam dkk (2004) menambahkan landasan syari'ah berikutnya adalah 
ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang Uang Muka dalam Murabahah, maka 






1. Q.S. al-Baqarah [2]: 282, 
ُ هو ب تْكاَفُىًّ مَس  مٍُلََجأَُىِلإٍُنْيَِدبُْم تْنَياَدَتُاَِذإُاو نَمآَُنيِذَّلاُاَه َُّيأُاَي....  
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [seperti berjualbeli, 
hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya] tidak secara tunai untuk 
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...." 
2. Q.S. al-Maidah [5]: 1, 
ُِدو ق  عْلِابُاو فَْوأُاو نَمآَُنيِذَّلاُاَه َُّيأُاَي....  
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu [Aqad (perjanjian) 
mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh 
manusia dalam pergaulan sesamanya]...." 
3. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi dari sahabat 'Amr 
bin 'Auf, 
ُِلْس  مْلاَوُا  ماَرَحُ َّلََحأَُْوأُ  لاَلََحَُم َّرَحُا  حْل  صَُِّلاإَُنْيِِملْس  مْلاَُنْيَبٌُزِئاَجُ  حْل ُّصلاَُْوأُ  لاَلََحَُم َّرَحُا  طْرَشَُِّلاإُْمِهِطْو  ر شَُىلَعَُنْو  م
ا  ماَرَحَُّلََحأ.  
"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang 
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin 
terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram." 
4. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat 
'Ubadah bin Samit. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Sahabat 
Ibnu 'Abbas dan Malik dari Yahya, 
َُراَرِضَُلاَوَُرَرَضَُلا.  








5. Kaidah Usul al-Fiqh, 
اَهِمْيِرْحَتَُىلَعٌُلِْيلَدُ َّل  دَيَُْنأ َُِّلاإُ  ةَحاَِبْلْاُِتَلََماَع  مْلاُِْيفُ لَْصْلْا.  
"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 
mengharamkannya." 
 ُلاَز يُ  رَر َّضلا.  
"Bahaya (beban berat) harus dihilangkan." 
6. Ijma' ulama bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh 
(jawaz). 
2.2.3 Rukun dan Syarat Syarat Sahnya Jual Beli Murabahah 
Menurut Yaya dkk (2009) transaksi murabahah memiliki beberapa rukun, yaitu: 
1) Pihak yang Melakukan Transaksi 
Adanya pihak yang bertransaksi merupakan rukun transaksi murabahah. 
Transaktor dalam transaksi murabahah terdiri atas pembeli (yaitu nasabah 
yang memerlukan barang) dan penjual (yaitu bank syariah). Dalam fiqih 
muamalah, transaktor diisyratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan 
kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, 
dan lainnya. Adapun untuk transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan 
dengan izin dan pantauan dari walinya. 
2) Objek Murabahah 
Rukun objek akad transaksi murabahah meliputi barang dah harga 
barang dan harga barang yang diperjualbelikan. 
3) Ijab dan Kabul 
Ijab dan Kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang 
bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Akad 
murabahah memuat semua hal yang terkait dengan posisi serta hak dan 





Ascarya (2011) secara singkat mengemukakan rukun murabahah yaitu, 
1) pelaku akad, yaitu ba’i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk 
dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan 
membeli barang. 
2) Objek akad, yaitu mabi’ (barang dagangan) dan tsaman (harga); dan 
3) Shigah, yaitu ijab dan qabul. 
Menurut Usmani dalam Ascarya (2011) terdapat syarat pokoknya terbentuknya 
akad murabahah, yaitu: 
1) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara 
eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan 
menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan 
yang diinginkan. 
2) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan 
kesepakatan bersama dalam bentuk presentase tertentu dari biaya. 
3) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh 
barang, seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke 
dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin 
keutungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran 
yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha, dan 
sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu 
transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover 
pengeluaran-pengeluaran tersebut. 
4) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang 
dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, 






Antonio (2001:102) secara singkat mengemukakan syarat Murabahah, yaitu: 
1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah 
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. 
3) Kontrak harus bebas riba. 
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang 
sesudah pembelian 
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. 
sesuai prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli 
memiliki pilihan: 
1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya. 
2) Kembali pada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang 
dijual. 
3) Membatalkan kontrak. 
Terdapat juga syarat-syarat khusus, selain syarat-syarat di atas yaitu: 
1) Harus diketahui besarnya biaya perolehan komoditi. 
2) Harus diketahui keuntungan yang diminta penjual. 
3) Pokok modal harus berupa benda bercontoh atau berupa uang. 
4) Murabahah hanya bisa digunakan dalam pembiayaan bilamana pembeli 
murabahah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditi secara riil dan tidak 
boleh untuk lainnya termasuk membayar hutang pembelian komoditi yang sudah 
dilakukan sebelumnya, membayar biaya overhead, rekening listrik, dan 
semacamnya. 
5) Penjual harus telah memiliki barang yang dijual dengan 
pembiayaan murabahah. 





7) Komoditi obyek murabahah diperoleh dari pihak ketiga bukan dari 
pembelimurabahah bersangkutan (melalui jual beli kembali). 
2.2.4 Pembiayaan Murabahah 
Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bab 
1 Pasal 1 ayat 12 merumuskan pengertian "Pembiayaan berdasarkan Prinsip 
Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk melunasi uang atau tagihan tersebut, 
setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau pembagian hasil 
keuntungan".   
Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang 
dimaksud dengan Akad Murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang yang 
menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan 
harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati, dalam penyaluran 
pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah (Wangsawidjaja, 2012:200). 
2.2.5 Jenis-jenis Pembiayaan Murabahah 
Jenis murabahah menurut Wiroso (2005:37) dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:  
1. Murabahah tanpa pesanan,  
2. Murabahah berdasarkan pesanan 
Penjelasan dari kedua jenis murabahah diatas adalah sebagai berikut:  
1. Murabahah tanpa pesanan  
Murabahah tanpa pesanan adalah, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli 
atau tidak, bank syariah menyediakan barang dagangannya, penyediaan barang 





                                                             Gambar 2.1 
Skema Murabahah tanpa pesanan 
Sumber: Wasilah, 2008:163 
2. Murabahah berdasarkan pesanan  
Murabahah berdasarkan pesanan maksudnya adalah bank syariah baru akan 
melakukan transaksi atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang 
sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Murabahah 
berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi 2,yaitu:  
a. Bersifat mengikat, yaitu apabila telah dipesan maka harus dibeli,  
b. Bersifat tidak mengikat, yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi 








Skema Murabahah berdasarkan pesanan 
Sumber: Wasilah, 2008:163 
Berdasarkan skema transaksi pembiayaan murabahah berdasarkan pesanan 
diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1) Nasabah/pembeli datang ke bank/penjual untuk mengajukan permohonan   
pembiayaan murabahah kemudian nasabah diberikan persyaratan oleh pihak 
bank/penjual, setelah persyaratan tersebut dipenuhi, pihak bank/penjual 
mengajukan harga kepada nasabah/pembeli dan terjadi negosiasi antara 
bank/penjual dengan nasabah baik dari segi harga, uang muka, cara 
pembayaran, produk dan waktu pengiriman.  
2) Setelah negosiasi selesai terjadi kesepakatan antara bank/penjual dan 
nasabah/pembeli maka terjadilah akad jual beli.  
3) Dalam akad jual beli ini bank/penjual tidak memproduksi sendiri barang 
tersebut melainkan membeli barang pesanan tersebut kepada supplier atau 
penjual.  
4) Setelah barang pesanan tersebut dibeli maka bank/penjual langsung 





5) Apabila barang sudah sampai ketangan nasabah/pembeli maka 
nasabah/pembeli akan menerima dokumen penerimaan barang tersebut.  
6) Nasabah/pembeli membayar kepada bank/penjual sesuai dengan akad yang 
telah disepakati pada awal transaksi. 
 
2.3 Tinjauan Umum Risiko Pembiayaan 
2.3.1 Penilaian Atas Kualitas Pembiayaan 
Kelangsungan usaha suatu bank/lembaga keuangan tergantung dari 
kemampuan lembaga keuangan dalam dalam melakukan penanaman dana 
dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah 
(Wangsawidjaja, 2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PBI No. 13/13/PBI/2011 
tentang Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, aktiva 
produktif adalah penanaman dana oleh bank, baik dalam rupiah maupun valuta 
asing, untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga 
syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, penyertaan modal sementara, 
penempatan pada bank lain, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening 
andimistratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan 
dengan itu. Berdasarkan pasal 1 angka 22 PBI No. 13/13/PBI/2011, aktiva 
nonproduktif adalah asset bank selain aktiva produktif yang memiliki potensi 
kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti 
terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense account. 
Berdasarkan pasal 8 PBI No. 13 /13/PBI/2011, penilaian atas kualitas 
aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan: 
1. Prospek usaha 
2. Kinerja (performance) nasabah 





Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, berdasarkan pasal 8 ayat 2 
Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011, kualitas aktiva produktif bank 
syariah dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar (golongan I), 
dalam perhatian khusus (golongan II), kurang lancer (golongan III), diragukan 
(golongan IV), dan macet (golongan V).. 
2.3.2 Penggolongan Kualitas Pembiayaan Bermasalah 
Berdasarkan lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DBpS 
13 April 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan 
Unit Usaha Syariah, kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan 
penggolongan kualitas pembiayaan dibedakan berdasarkan pengelompokan 
produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut: 
1. Penggolongan kualitas mudharabah dan musharakah 
2. Penggolongan kualitas murabahah, istishna, qard, dan transaksi multijasa 
3. Penggolongan kualitas ijarah atau ijarah muntahiyah bi tamlik 
4. Penggolongan kualitas salam 
Berdasarkan pasal 9 ayat 1PBI No. 13/13/PBI/2011, aspek yang dinilai diuraikan 
dalam komponen-komponen, antara lain aspek prospek usaha meliputi 
komponen-komponen potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi 
nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga 
kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, serta upaya yang dilakukan nasabah 
dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang 
memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup). 
 Ditetapkan kriteria-kriteria tertentu sebagaimana diuraikan dalam 
Lampiran 1 SEBI No. 13/10/DBpS tanggal 13 April tersebut ntuk menetapkan 
golongan kualitas pembiayaan pada masing-masing komponen (Wangsawidjaja, 





kriteria kemampuan membayar kembali pembiayaan, dapat digolongkan sebagai 
berikut: 
1. Kualitas Mudharabah dan Musharakah 
a. Pembiayaan Kurang Lancar (golongan III) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 3 
(tiga) bulan, namun belum melampaui 4 (empat) bulan atau terdapat 
tunggakan pelunasan pokok melampaui 1 (satu) bulan, namun belum 
melampaui 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo. 
b. Pembiayaan Diragukan (golongan IV) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 4 
(empat) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan atau terdapat 
tunggakan pelunasan pokok melampaui 2 (dua) bulan, namun belum 
melampaui 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo. 
c. Pembiayaan Macet (golongan IV) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 6 
(enam) bulan atau terdapat tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 (tiga) 
bulan setelah jatuh tempo. 
2. Kualitas Murabahah, Istishna, Qard, dan Multijasa 
a. Pembiayaan Kurang Lancar (golongan III) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah 
melampaui 3 (tiga) bulan, namun belum melampaui 6 (enam) bulan. 
b. Pembiaayaan Diragukan (golongan IV) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah 







c. Pembiayaan Macet (golongan V) 
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin telah 
melampaui 9 (sembilan) bulan. 
3. Kualitas Ijarah atau Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik 
a. Pembiayaan Kurang Lancar (golongan III) 
Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 3 (tiga) bulan, 
namun belum melampaui 6 (enam) bulan. 
b. Pembiayaan Diragukan (golongan IV) 
Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 6 (enam) bulan, 
namun belum melampaui 9 (sembilan) bulan. 
c. Pembiayaan Macet (golongan V) 
Terdapat tunggakan pembayaran sewa telah melampaui 9 (sembilan) 
bulan. 
4. Kualitas Salam 
Penggolongan kualitas pembiayaan bermasalah untuk pembiayaan salam 
antara lain dapat dinilai dari kemampuan menyerahkan barang pesanan sebagai 
berikut: 
a. Pembiayaan Kurang Lancar (Golongan III) 
Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 2 (dua) bulan. 
b. Pembiayaan Diragukan (golongan IV) 
Piutang selama telah jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan. 
c. Pembiyaan Macet (golongan V) 
Piutang salam telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan. 
2.3.3 Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah 
Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang 





risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha lembaga keuangan 
(Wangsawidjaja, 2012). Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu 
peristiwa (events) tertentu. 
Wangsawidjaja (2012) mengemukakan dalam pasal 2 PBI No. 
13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah 
dan Unit Usaha Syariah ditegaskan bahwa lembaga keuangan wajib menerapkan 
manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun untuk 
bank secara konsolidasi dengan  perusahaan anak. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 
PBI No. 13/23/PBI/2011, risiko kegiaatan usaha bank syariah mencakup: 
1. Risiko kredit (risiko pembiayaan) adalah risiko akibat kegagalan nasabah 
atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang 
disepakati. 
2. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif 
akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari 
asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. 
3. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi 
kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendaan arus kas dan/atau aset 
likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas 
dan kondisi keuangan bank. 
4. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses 
internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan 
manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal 
yang memengaruhi operasional bank. 






6. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 
stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. 
7. Risiko strategik adalah risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan 
dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta 
kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
8. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak dapat mematuhi dan/atau  
tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 
berlaku, serta prinsip syariah. 
9. Risiko imbal hasil (rate of return risk) adalah risiko akibat perubahan tingkat 
imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan 
tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat 
memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. 
10. Risiko investasi (equity investment risk) adalah risiko akibat bank ikut 
menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi 
hasil berbasis profit and loss sharing. 
Greuning (2011) mengemukakan karakteristik unik dari instrument 
keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah 
memunculkan risiko kredit khususnya untuk pembiayaan murabahah. Dimana 
lembaga keuangan menghadapi risiko kredit sewaktu memberikan asset kepada 
klien tetapi tidak menerima pembayaran tepat waktu. Dalam kasus murabahah 
tidak mengikat, dimana klien mempunyai hak untuk menolak pengiriman produk 
dari lembaga keuangan, dalam hal ini lembaga keuangan menghadapi risiko 
pasar dan risiko harga. 
Pada risiko kredit kerugian atau risiko terjadi akibat dari kegagalan debitur 





kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau penurunan kualitas kredit pada 
nasabah (Suhardjono, 2003:74). 
Pembiayaan murabahah seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan 
pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan 
pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk lump 
sum (sekaligus). Dengan demikian, Pada pemberian pembiayaan murabahah 
dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil 
kepada dana pihak ketiga. 
Antonio (2001:107) secara singkat mengemukakan risiko yang mungkin 
dihadapi lembaga keuangan dalam pembiayaan murabahah: 
a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. 
b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik 
setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga 
jual beli tersebut. 
c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah 
karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga 
nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan 
asuransi. Kemungkinan lain juga nasabah merasa spesifikasi barang tersebut 
berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak 
pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan 
demikian bank memiliki risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. 
d. Dijual; karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka 
ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas 
melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. 






2.3.4 Penyebab Terjadinya Risiko Pembiayaan 
 Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam Wangsawidjaja (2012), kredit 
bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya 
kepada bank karena faktor-faktor internal nasabah, faktor-faktor internal bank, 
dan atau karena faktor-faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Faktor-Faktor Internal Bank 
Faktor-faktor internal bank yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara 
lain: 
a. Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai. 
b. Analisis kredit tidak memiliki integritas yang baik. 
c. Para anggota komite kredit tidak mandiri. 
d. Pemutus kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak 
eksternal. 
e. Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai. 
f. Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya 
dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya. 
g. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan 
kredit yang baik. 
h. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik. 
i. Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat 
dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap 
usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah. 







2. Faktor-Faktor Internal Nasabah 
Faktor-faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah 
antara lain: 
a. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan 
perolehannya. 
b. Perpecahan diantara para pemilik/pemegang saham. 
c. Perusahaan tidak efisien, yang terihat dari overhead cost yang tinggi 
sebagai akibat pemborosan. 
3. Faktor-Faktor Eksternal Bank dan Nasabah 
Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit 
bermasalah: 
a. Feasibility study yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk 
mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar. 
b. Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk 
mempertimbangkan pemberian kredit tidak benar. 
c. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan 
berubah. 
d. Kurang kooperatifnya pihak asuransi, yang tidak cepat memenuhi 
tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah. 
2.3.5 Kerangka Analisis Risiko 
Greuning (2011) mengemukakan beberapa kerangka analisis risiko, yaitu: 
1. Eksposur dan Manajemen Risiko 
Manajemen risiko biasaya melibatkan beberapa langkah untuk setiap jenis 
risiko keuangan dan profil risiko secara kesuluruhan. Langkah-langkah tersebut 
mengidentifikasi tujuan manajemen risiko, target manajemen risiko, dan 





pengukuran eksposur risiko tertentu termasuk penilaian sensitivitas dari kinerja 
yang diharapkan dan perubahan-perubahan yang tidak diharapkan dari faktor-
faktor dasar. 
2. Memahami Lingkungan Risiko 
Sebuah evaluasi eksternal terhadap kapasitas lembaga keuangan untuk 
beroperasi secara aman dan produktif dalam lingkungan bisnis biasanya 
dilakukan sekali dalam setahun. Semua penilaian tahunan secara umum sama, 
tetapi memiliki sedikit penekanan yang berbeda, bergantung pada tujuan dari 
penilaian tersebut. Penilaian dilakukan oleh pengawas, auditor eksternal, dan 
lain-lain. 
3. Analisis Perbankan Berbasis Risiko 
Meskipun bank syariah berbeda dari bank-bank konvensional dalam bentuk 
perantara keuangan, instrument keuangan, dan struktur laporan keuangannya, 
tetapi lembaga-lembaga ini tetap tunduk pada kerangka yang sama dalam 
menganalisis risiko serta eksposur mereka. Prinsip dan prosedur-prosedur untuk 
mengukur dan mengendalikan risiko juga harus sama. 
4. Analisis dan Perhitungan 
Analisis berusaha untuk mengubah data menjadi informasi dan dengan 
demikian memungkinkan penyaringan serta peramalan informasi. Sumber 
infromasi utama bagi sebuah entitas adalah laporan keuangan. Analisis laporan 
keuangan (tinjauan analitis) biasanya terdiri dari penelaahan terhadap kondisi 
keuangan serta isu-isu khusus yang terkait dengan ekposur risiko dan 
manajemen risiko.  
5. Alat Analisis 
Terdapat banyak alat-alat yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah 





mudah disesuaikan dengan lingkungan perbankan syariah. alat-alat ini seringkali 
terdiri dari serangkaian tabel input data berbasis kerja yang memungkinkan 
seorang analis untuk mengumpulkan dan memanipulasi data secara sistematis. 
6. Teknik Analitis 
Data dapat ditafsirkan dalam banyak cara. Teknik analitis yang umum 
meliputi analisis rasio, analisis common size, analisis cross-sectional, analisis 
tren, dan analisis regresi. 
2.3.6 Upaya Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiyaan 
Berdasarkan pasal 35 dan pasal 36 UU Perbankan Syariah, bank syariah 
dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib 
menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menempuh cara-cara yang tidak 
merugikan bank syariah dan/atau UUS serta kepentingan nasabah yang 
mempercayakan dananya. Wangsawidjaja (2012) mengemukakan, risiko 
pembiayaan dapat dikurangi dengan melakukan upaya-upaya yang bersifat 
prefentif dan represif, diantaranya 
1. Upaya yang Bersifat Preventif 
a. Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank 
Dalam penjelasan Pasal 37 ayat 1 UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa 
untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahan maka 
bank/lembaga keuangan syariah diwajibkan menyebar risiko dengan 
mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, 
pemberian jaminan atau fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat 








b. Kelayakan Penyaluran Dana 
Untuk mengantisipasi risiko dan mengeliminasi kerugian yang mungkin 
terjadi, sejak dini bank/lembaga keuangan syariah harus menerapkan 
manajemen risiko sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, 
melaksanakan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pembiayaan yang sehat 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang 
menegaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya 
berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 
2. Upaya yang Bersifat Represif/Kuratif 
Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya 
penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap 









3.1 Rancangan Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian deskriptif 
adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-
fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. 
Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, 
kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 
lainnya (Sukmadinata, 2006:72). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 
berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi 
atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang 
berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang 
tengah berlangsung. 
Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitian diuraikan secara 
jelas dan gamblang tanpa manipulasi oleh karena itu penelitian ini tidak adanya 
suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian. Analisis deskriptif dapat 
menggunakan analisis distribusi frekuensi yaitu menyimpulkan berdasarkan hasil 
rata-rata. Hasil penelitian deskriptif sering digunakan, atau dilanjutkan dengan 
melakukan penelitian analitik.  
 
3.2 Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai 
instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Adapun 
instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk 
alat bantu berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk 





pendukung. Setelah data dari lapangan terkumpul maka peneliti akan mengolah 
dan menganalisis data tersebut. 
 
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di BMT Kube Sejahtera 036, Jl. 
Maccini Sawah, Kelurahan Maccini Gusung, Makassar, Kopsyah BMT Hikmah Jl. 
Abu Bakar Lambogo No. 257, Makassar, dan BMT Al-Amin Jl. Abdullah Dg. Sirua 
No. 100, Makassar. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data 
sekunder. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek 
penelitian, yang memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Data primer ini 
diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang 
terkait dengan pembiayaan murabahah di BMT yang menjadi objek penelitian. 
Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain di luar 
responden. Data sekunder ini berupa dokumen atau arsip pembiayaan 
murabahah di BMT yang menjadi objek penelitian.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara mendalam dan dokumentasi. 
 
3.6 Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model 
Miles dan Huberman. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010:337) 





integratif dan berlangsung secara terus menerus dan aktivitas dalam analisis 
data ini terdiri dari data reduction, data display, dan conclusion verification. 
Sekaran dan Bougie (2010) menuliskan langkah pertama dalam analisis data 
adalah reduksi data yang dilakukan melalui pengkodean dan kategorisasi. 
Coding adalah proses analitik dimana data kualitatif yang telah dikumpulkan bisa 
saja berkurang, berulang, dan terintegrasi dari teori. Kategorisasi adalah proses 
pengorganisasian, mengatur, dan mengklasifikasikan unit coding. Kode dan 
kategori dapat dikembangkan baik secara induktif dan deduktif. 
Menurut Miles dan Huberman dalam Sekaran dan Bougie (2010), data 
display adalah kegiatan utama kedua yang harus dilalui ketika menganalisis data 
kualitatif. Data display melibatkan proses mengambil data yang telah direduksi 
dan menampilkannya dalam cara yang terorganisir. 
Penarikan kesimpulan adalah aktivitas analitikal "akhir" dalam proses analisis 
data kualitatif. Hal ini adalah inti dari analisis data, pada saat ini kita akan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan menentukan tema apa yang 
diidentifikasi, dengan memikirkan penjelasan untuk pola yang diamati dan 
berhubungan, atau dengan membuat kontras dan perbandingan (Sekaran dan 
Bougie, 2010). 
 
3.7 Pengecekan Validitas Data 
 Validitas data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir 
penelitian. Oleh sebab itu, suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2006). Keabsahan data dalam 
penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. 





kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 
berbeda dalam metode kualitatif. Menurut Moleong (2006), triangulasi dengan 
sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut. 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 
yang dikatakan secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti 
dengan sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat/pandangan orang, seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah, 
orang yang berpendidikan, dan lain-lain. 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
 
3.8 Tahap-Tahap Penelitian 
Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini 
dimaksudkan untuk mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi di 
masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian bisa 
dilakukan atau tidak. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan 
mengadakan penelitian, maka langkah yang kemudian dilakukan adalah 
membuat rencana skripsi dengan terlebih dahulu membuat permohonan izin 
penelitian ke tempat penelitian. 
Langkah-langkah penelitian yang selanjutnya, diawali dengan 
mempersiapkan instrumen untuk melaksanakan wawancara terhadap sejumlah 
informan dan responden. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait 





Setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan 
data, kemudian menganalisis data dengan teknik analisis Miles dan Huberman 
untuk dibuat laporan penelitiannya. Analisis data secara aktif 
menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan cara memberikan makna 
atas pemahaman peneliti sesuai dengan apa yang didapat di dalam proses 
penelitiannya. Setelah itu, disusun pembahasan dari hasil penelitian dan dibuat 




































 Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Baitul maal wat tamwil (BMT), 
sebagaimana lembaga keuangan lainnya mempunyai fungsi intermediasi untuk 
menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan 
dana. Segmen pasar BMT di daerah penelitian kebanyakan terdiri dari para 
pengusaha kecil mikro. 
 Berbeda dengan bank konvensional, BMT memiliki kedekatan yang cukup 
baik dengan para nasabahnya. Kedekatan ini dapat disamakan dengan ruang 
gerak koperasi. Koperasi merupakan lembaga keuangan yang juga memiliki 
fungsi sosial dan ekonomi. Dalam koperasi, anggota koperasi juga pemilik 
koperasi itu sendiri. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya melalui usaha bersama. Sedangkan BMT berusaha meningkatkan 
kesejahteraan nasabahnya dengan melakukan pembiayaan dan pendampingan 
kepada nasabahnya. 
Kegiatan pembiayaan BMT lebih banyak dimanfaatkan oleh pengusaha 
kecil dan pengusaha mikro. Hal ini dikarenakan sulitnya perbankan konvensional 
menjangkau layanan bagi para pedagang dan pengusaha kecil/mikro  sehingga 
keberadaan BMT merupakan salah satu solusi terhadap kesulitan keuangan 
usaha mereka. Dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha kecil mikro, 
BMT menggunakan prinsip syari’ah, yaitu sistem bagi hasil berdasarkan 
kesepakatan di awal.  
Pembiayaan yang sering digunakan di BMT antara lain adalah sistem 
murabahah (jual beli) yang merupakan pembiayaan paling dominan digunakan di 





modal), ijarah (sewa).  Selain itu dimungkinkan adanya pembiayaan berdasarkan 
qordhul hasan  yaitu pembiayaan yang bersifat charity yang diberikan bagi orang-
orang tertentu yang benar-benar membutuhkan biaya. Dana pembiayaan ini 
diambilkan dari baitul maal yang dikumpulkan dari shodaqoh, infaq ataupun zakat 
maal masyarakat. Jumlah pinjaman juga bervariasi tergantung dari kebutuhan 
dan kemampuan peminjam dalam mengelola pinjamannya, dimulai dari puluhan 
ribu hingga jutaan rupiah. 
 Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah di BMT yang menjadi 
sampel penelitian, yakni BMT Al-Amin Jl. Abdullah Dg. Sirua no. 100, Makassar, 
BMT Hikmah Jl. Abu Bakar Lambogo no. 257, Makassar, dan BMT Kube 
Sejahtera 036, Jl. Maccini Sawah, Kelurahan Maccini Gusung, Makassar.  
 Peneliti mewawancarai manajer dan bagian pembiayaan yang terdapat di 
setiap BMT untuk mendapatkan data yang relevan dan valid mengenai 
pembiayaan yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni pembiayaan 
murabahah. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah: 
1. Darwis Hamzah 
(Manajer Pembiayaan BMT Al-Amin Makassar) 
2. Ismail 
(Bagian Pembiayaan BMT Al-Amin Makassar) 
3. Agussalim MZ 
(Manajer Umum BMT Hikmah Makassar) 
4. Muhammad Dg. Tompo 
(Manajer Pembiayaan BMT Hikmah) 
5. Arifuddin Noor, SS 





4.1 Praktek Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Makassar 
4.1.1 Proses Pengajuan Pembiayaan Murabahah 
 Proses pengajuan pembiayaan di ketiga BMT yang menjadi objek 
penelitian kurang lebih sama. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan 
murabahah harus terlebih dahulu dahulu menjadi anggota dari BMT dan memiliki 
simpanan atau tabungan pada BMT tersebut. Anggota yang baru bergabung dan 
ingin mengajukan pembiayaan murabahah minimal harus memiliki tabungan 10% 
dari jumlah pembiayaan murabahah yang ingin diajukan.  
 Pengajuan awal permintaan pembiayaan murabahah pada BMT Al-Amin 
dan BMT Hikmah memiliki prosedur yang sama dimana nasabah yang ingin 
mengajukan pembiayaan terlebih dahulu harus mengisi formulir atau aplikasi 
mengenai syarat dan kesepakatan pembiayaan murabahah serta melengkapi 
berkas-berkas yang diminta oleh pihak BMT. Setelah nasabah mengisi formulir 
dan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan pembiayaan 
murabahah, pihak BMT kemudian akan melakukan survey (peninjauan) ke 
tempat tinggal atau tempat usaha nasabah sebagai penilaian awal dalam 
mempertimbangkan pemberian pembiayaan murabahah. BMT Hikmah 
memberlakukan analisis 5C (character, capital, collateral, capacity, condition) 
dalam melakukan penilaian awal sebagai pertimbangan dalam memberikan 
pembiayaan.  
 BMT Kube Sejahtera 036 memiliki mekanisme yang agak berbeda dalam 
pengajuan pembiayaan murabahah. Nasabah BMT Kube Sejahtera dibagi 
menjadi beberapa kelompok. Hal ini dikarenakan BMT Kube Sejahtera 036 
merupakan BMT Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang terdiri dari kelompok-
kelompok masyarakat dalam satu kelurahan yakni kelurahan Maccini Gusung. 
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anggota yang bermukim saling berdekatan. Setiap kelompok berisi 5-10 orang 
yang dibentuk sebagaimana organisasi yang memiliki ketua, sekertaris dan 
bendahara. Kelompok-kelompok dalam setiap RW (Rukun Warga) melakukan 
pertemuan setiap minggu yang didampingi pihak BMT. 
 Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah, dapat 
mengajukkannya pada pertemuan mingguan kelompok. Nasabah baru yang ingin 
mengajukan pembiayaan murabahah harus terlebih dahulu menjadi anggota 
salah satu kelompok dan harus telah menghadiri pertemuan kelompok paling 
sedikit tiga kali pertemuan. Jadi, nasabah BMT Kube Sejahtera 036 yang ingin 
mengajukan pembiayaan tidak perlu ke kantor BMT, melainkan cukup melalui 
ketua kelompok dengan tetap mengisi formulir yang dibutuhkan.   
 Pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Hikmah berdasarkan hasil 
wawancara dengan Manajer Umum Bapak Agussalim MZ, secara lebih rinci 

















Skema yang digambarkan pada halaman sebelumnya menunjukkan 
proses pengajuan pembiayaan murabahah di BMT Hikmah. Customer service 
BMT akan menerima aplikasi yang telah diisi oleh nasabah, memvalidasi 
kelengkapan berkas dan meregister aplikasi tersebut. Kemudian disposisi 
aplikasi akan dilakukan oleh manajer pembiayaan. Setelah aplikasi didisposisi 
oleh manajer pembiaayaan, maka account officer (AO) dari BMT akan 
melakukan survey ke tempat tinggal atau tempat usaha dari nasabah yang 
mengajukan pembiayaan murabahah. Setelah survey dilakukan, maka AO akan 
membuat laporan hasil survey tersebut.  
 Keputusan pemberian pembiayaan akan diputuskan oleh komite. Anggota 
komite yang akan memutuskan pembiayaan bergantung pada berapa jumlah 
pembiayaan murabahah yang akan diajukan oleh nasabah. Pembiayaan yang 
kurang dari Rp 2.000.000, akan diputuskan oleh komite yang terdiri dari Manajer 
Pembiayaan dan seluruh AO. Pembiayaan diantara Rp 2.000.000, sampai 
dengan Rp 5.000.000 akan diputuskan oleh komite yang terdiri dari Manajer 
Umum, Manajer Pembiayaan, dan AO. Pembiayaan yang lebih dari Rp 5.000.000 
akan diputuskan oleh komite yang terdiri dari Pengurus, Manajer Umum, Manajer 
Pembiayaan, dan AO.  
 Manajer Umum kemudian akan menetapkan keputusan komite dan 
mengeluarkan surat perintah pencairan, apabila pengajuan pembiayaan telah 
disetujui oleh komite. Hal-hal yang berkaitan dengan registrasi pembayaran, 
kontrol angsuran, buku simpanan, dan akad pembiayaan akan diatur oleh 
administrasi pembuku. Kemudian masalah pencairan dana pembiayaan 
murabahah akan dilakukan oleh teller atau kasir. Setelah itu nasabah dapat 






4.1.2 Kesepakatan-Kesepakatan Terkait Pembiayaan Murabahah 
 Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang berkaitan dengan 
jual beli barang. Ketiga BMT melayani pembiayaan murabahah untuk barang 
konsumsi maupun untuk penambahan modal usaha. BMT Al-Amin melayani 
pembiayaan murabahah untuk pembelian barang konsumsi seperti barang 
elektronik dan kendaraan bermotor dan pembelian barang dalam kaitannya 
dengan penambahan modal usaha dengan jumlah maksimal pembiayaan yang 
dapat diberikan adalah 50 juta rupiah. Nasabah yang baru menjadi anggota BMT 
hanya dapat mengajukan pembiayaan sampai dengan 5 juta rupiah. Jika 
nasabah merupakan anggota lama dan sudah mengajukan pembiayaan lebih 
dari satu kali, maka jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-
Amin adalah 20 sampai 30 juta rupiah. BMT Hikmah melayani pemberian 
pembiayaan untuk membeli barang elektronik, alat rumah tangga, dan 
penambahan modal usaha, dengan jumlah maksimal pembiayaan yang diberikan 
adalah 30 juta rupiah. Namun, BMT Hikmah belum melayani pemberian 
pembiayaan murabahah untuk membeli kendaraan bermotor. Menurut 
responden, pembiayaan di BMT Hikmah adalah sebagian besar untuk 
pengadaan modal usaha mikro. BMT Kube Sejahtera melayani pemberian 
pembiayaan murabahah yang kurang lebih sama dengan BMT Al-Amin yaitu, 
pembelian alat elektronik, penambahan modal usaha, dan pembelian kendaraan 
bermotor, dengan batas maksimum pemberian pembiayaan adalah 30 juta 
rupiah. Menurut responden yang diwawancarai, pembiayaan murabahah di BMT 
Hikmah lebih didominasi oleh pembelian barang dalam rangka penambahan 
modal usaha mikro. Hal ini disebabkan oleh karena sebagian besar nasabah 





 Pengajuan awal pembiayaan biasanya menyepakati adanya uang muka. 
Pada BMT Al-Amin pengenaan uang muka biasanya diberikan kepada nasabah 
yang mengajukan pembiayaan yang cukup besar, misalnya untuk pembelian 
kendaraan bermotor. Hal ini berdasarkan wawancara dengan responden BMT Al-
Amin Bapak Darwis Hamzah selaku Manajer Pembiayaan yang memberikan 
penjelasan sebagai berikut.  
“Uang muka itu biasanya dipakai kalau misalnya barang yang ingin dibeli 
itu nilainya besar kemudian BMT memberikan batasan. Misalnya motor 
baru, yang anggaplah harganya sekitar 15 juta. BMT menyiapkan 
pembiayaan misalnya hanya sekitar 10 juta, dan pihak nasabah 
menyiapkan uang muka sebesar 5 juta. Harga barang 15 juta, BMT hanya 
memberikan pembiayaan 10 juta, berarti nasabah harus menyiapkan 
istilahnya uang muka sebesar 5 juta. Itu dimasukkan ke tabungan di BMT. 
nanti kemudian ditarik dan di akadnya tertera jelas bahwa harga barang 
itu 15 juta, BMT membiayai 10 juta, nasabah uang mukanya memberikan 
5 juta” 
 
 Pemaparan ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh responden 
BMT Al-Amin lainnya yakni Bapak Ismail selaku Bagian Pembiayaan, yang 
mengatakan bahwa pembiayaan murabahah untuk kendaraan bermotor 
dikenakan uang muka sesuai kesepakatan.  
 BMT Hikmah berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Umum 
Bapak Agussalim MZ, mengemukakan bahwa uang muka yang dikenakan untuk 
pembiayaan murabahah adalah dalam bentuk setoran awal. Jadi nasabah 
menyerahkan setoran awal kepada pihak BMT sebagai bentuk uang muka. 
Sedangkan pada BMT Kube Sejahtera 036 tidak menetapkan adanya uang muka 
di awal pengajuan pembiayaan murabahah. 
 Sesuai dengan prosedur akad pembiayaan murabahah, ketiga BMT 
mensyaratkan adanya jaminan. Menurut responden di BMT Al-Amin, Bapak 
Ismail selaku bagian pembiayaan, jaminan yang diberlakukan di BMT Al-Amin 





diminta oleh pihak BMT Al-Amin adalah BPKB kendaraan bermotor dan sertifikat 
tanah. Sedangkan untuk pembiayaan dibawah 1 juta rupiah tidak disyaratkan 
untuk memberikan jaminan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakkan oleh 
responden lainnya dari BMT Al-Amin Bapak Darwis Hamzah selaku Manajer 
Pembiayaan. 
 BMT Hikmah mensyaratkan adanya jaminan untuk pembiayaan di atas 5 
juta rupiah. Adapun jaminan yang digunakan adalah barang yang menjadi objek 
pembiayaan itu sendiri. Berbeda dengan BMT Kube Sejahtera, jaminan yang 
disyaratkan adalah tabungan kelompok atau yang disebut dengan Tanggung 
Renteng. Tanggung renteng merupakan tabungan kelompok yang disetorkan 
oleh anggota kelompok ke kelompoknya di setiap pertemuan mingguan 
kelompok.  
 Sistematika pengadaan barang sedikit berbeda pada setiap BMT. 
Pengadaan barang di BMT Al-Amin adalah dengan cara pihak BMT yang 
membelikan barang untuk nasabah. Namun, biasanya juga nasabah ikut 
berbelanja bersama pihak BMT. Pihak BMT Al-Amin berusaha sebisa mungkin 
untuk bisa membelikan secara langsung barang yang diminta nasabah. Kecuali 
jika dalam pembelian barang dimana pihak BMT tidak bisa ikut secara langsung 
misalnya transaksinya melalui transfer, sehingga barang tidak dapat didatangkan 
langsung. Dalam kasus seperti ini BMT mensyaratkan bukti transfer sebagai 
bukti. Namun, apabila pihak BMT tidak dapat mendampingi maka, pihak BMT 
mewakalahkan (mewakilkan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh nasabah, 
dengan syarat nasabah wajib menyetorkan bukti atau kuitansi pembelian barang 
kepada pihak BMT.  
Hal ini tidak jauh berbeda dengan BMT Al-Amin, untuk pengadaan barang 





diinginkan nasabah. Sedangkan apabila pihak BMT tidak sempat mendampingi 
nasabah dalam pembelian barang maka pihak BMT mewakalahkan kepada 
nasabah itu sendiri dengan tetap menyetorkan bukti atau kuitansi pembelian 
barang kepada pihak BMT.  BMT Kube Sejahtera 036 memiliki mekanisme 
berbeda. Dimana pengadaan barang tidak didampingi oleh pihak BMT melainkan 
oleh ketua kelompok dari nasabah yang mengajukan pembiayaan.  
4.1.3 Penentuan Jangka Waktu Pembiayaan Murabahah 
 Penentuan jangka waktu pembiayaan murabahah di ketiga BMT yang 
menjadi objek penelitian adalah sama yakni berdasarkan kesepakatan dengan 
pihak BMT dan kemampuan nasabah dalam melunasi angsuran. Pada BMT Al-
Amin maksimal jangka waktu pembiayaan adalah tiga tahun. Karena menurut 
responden di BMT Al-Amin, semakin lama jangka waktu pembiayaan murabahah 
yang diberikan akan meninggikan risiko macet dalam pelunasan angsuran. Hal 
ini selaras dengan penuturan responden di BMT Hikmah yakni Bapak 
Muhammad Dg. Tompo sebagai Manajer Pembiayaan di BMT Hikmah yakni: 
“Penentuan jangka waktu bisa saja disepakati. Misalkan pembiaayaan 2 
juta. Jika nasabah meminta dengan jangka waktu 2 tahun, hal itu tentu 
tidak mungkin karena terlalu lama. Karena dipikir angkanya kecil, 
otomatis kita ada penawaran bagaimana kalau misalnya 5 bulan saja atau 
6 bulan dengan proses angsuran harian atau mingguan. Bila ada 
kesepakatan disitu, baru kita membuat akad” 
 
Pernyataan lainnya dari Bapak Muhammad Dg. Tompo selaku Manajer 
Pembiayaan di BMT Hikmah meyangkut jangka waktu pembiayaan yakni: 
“Tidak bisa juga dari pihak BMT harus memaksakan dengan jangka waktu 
sekian, karena mereka memiliki kekuatan untuk mengangsur seperti apa. 
Tetapi tetap kita pelajari hal itu. Jangan sampai kita memaksakan 
kehendak. Sebagai contoh, nasabah mengambil pembiayaan 5 juta 










4.1.4 Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah 
 Penentuan margin pembiayaan murabahah di ketiga BMT yang diteliti 
relatif sama, dimana penentuan margin berkisar antara 1-5% dari harga pokok 
barang. BMT Al-Amin menetapkan  margin 1-3% sesuai dengan kesepakatan 
nasabah. Namun untuk pembiayaan harian margin yang dikenakan bisa 
mencapai 5%. BMT Hikmah menentukan margin berdasarkan laba yang 
diinginkan di akhir tahun dimana margin berkisar antara 2-4% sesuai dengan 
kesepakatan nasabah. Hal ini juga berlaku bagi BMT Kube Sejahtera 036 yang 
memberlakukan margin dengan jumlah yang sama yakni 2-4%. Namun, di BMT 
Kube Sejahtera, nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah secara 
perorangan atau tidak dalam kelompok akan dikenakan margin 5-8%. Sehingga 
sebagian besar nasabah pembiayaan murabahah di BMT Kube Sejahtera 036 
lebih memilih untuk tergabung dalam kelompok. 
 
4.2 Risiko Pembiayaan Murabahah yang Dihadapi BMT 
 Risiko umum yang dihadapi oleh pihak BMT dalam kaitannya dengan 
pembiayaan murabahah adalah angsuran atau penyetoran yang macet. Namun, 
terdapat juga beberapa risiko lainnya yang pernah terjadi di ketiga BMT yang 
menjadi objek penelitian. Risiko yang sama-sama dihadapi oleh ketiga BMT 
adalah terutama mengenai pengadaan barang dimana pihak BMT tidak dapat 
membelikan langsung barang untuk nasabah. Bahkan pihak BMT tidak bisa 
bersama berbelanja barang yang diinginkan nasabah sehingga pihak BMT harus 
mewakalahkan (mewakilkan) kepada nasabah itu sendiri atau pihak ketiga yang 
ditunjuk oleh nasabah.  
 Risiko kredit macet yang dihadapi oleh pihak BMT Hikmah menurut 





tergusur atau terbakar. Selain itu, bisa disebabkan oleh pengelola dari usaha 
mengalami sakit atau usaha yang dijalankan bermasalah. Hal ini dikarenakan 
sebagian besar nasabah pembiayaan murabahah di BMT Hikmah adalah 
pedangang kecil.  
Risiko kredit macet yang dihadapi BMT Kube Sejahtera terbilang cukup 
rendah karena angsuran dipantau langsung secara perkelompok. Sedangkan 
risiko lainnya yang dihadapi adalah pembatalan akad. Untuk risiko yang 
menyangkut kematian nasabah, sisa angsuran akan dihapuskan atau 
dihilangkan. Tabungan yang dimiliki nasabah akan dikembalikan kepada 
keluarga dan diberikan dana infaq yang ada dalam kelompok, sebesar Rp 
500.000,-. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Manajer Pembiayaan BMT 
Kube Sejahtera 036, Bapak Arifuddin Noor, SS.  
“Jadi kalo ada disini anggota kelompok yang meninggal, langsung kita 
putihkan, langsung nol, kemudian kita keluarkan infaq. Ada disini 
namanya infaq kematian. Jadi setiap anggota Kube yang meninggal, putih 
pembiayaannya, kalau ada tabungannya dikembalikan, bukan dari situ 
untuk menutupi hutangnya. Tabungannya semua dikembalikan ke 
keluarganya atau ahli warisnya. Kemudian diberikan infaq kematian 
sebesar Rp. 500.000,-“.  
 
 Risiko lainnya yang dihadapi oleh pihak BMT Al-Amin berdasarkan hasil 
wawancara dengan Bapak Ismail adalah risiko yang berasal dari individu atau 
nasabah itu sendiri yang menyangkut karakter. Pihak BMT menemui kesulitan 
dalam penagihan terhadap nasabah yang karakternya kurang baik, dimana 
ketika dilaksanakan penagihan, nasabah yang bersangkutan tidak memberikan 
respon baik atau marah-marah. Risiko lainnya adalah kehilangan jejak nasabah 
dimana nasabah yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di tempat yang 
didaftarkan atau yang sudah disurvey sebelumnya oleh pihak BMT. Hal ini 
disebabkan oleh survey awal yang dilakukan kurang baik. Selain itu risiko yang 





membayar kredit tidak cukup untuk menutupi sisa kredit yang ada. Menurut pihak 
BMT Al Amin risiko-risiko diatas merupakan dampak dari survey awal yang tidak 
dilaksanakan dengan benar. 
4.2.1 Monitoring Risiko Murabahah yang Dilakukan Pihak BMT 
 Kegiatan dalam rangka memonitoring risiko yang dihadapi dalam 
pembiayaan murbahah terbilang berbeda-beda setiap BMT. BMT Al-Amin 
memonitoring risiko melalui program koputer yang secara otomatis 
mempresentasikan dan melaporkan NPL (Non Performing Loan) atau NPF (Non 
Performing Financing) untuk sektor syariah. Dimana presentasinya adalah 10-
15% digolongkan dalam kredit macet (untuk pembiayaan BMT). Selain itu rapat 
pekanan (tiap pekan) yang dilakukan oleh bagian pembiayaan untuk mengontrol 
angsuran-angsuran nasabah.  
Langkah lain yang juga dilakukan oleh pihak BMT Al-Amin dalam 
memonitoring risiko adalah dengan  senantiasa mengingatkan nasabah yang 
terindikasi kredit macet dengan menghubungi nasabah via telepon atau 
melakukan komunikasi dengan nasabah. Pihak BMT juga biasanaya meminta 
nasabah datang ke kantor BMT dengan maksud untuk sharing mengenai 
permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan nasabah terhambat dalam 
membayar angsuran.   
Monitoring risiko yang dilakukan oleh pihak BMT Hikmah adalah dengan 
mengunjungi nasabah setiap harri dan melakukan pemantauan angsuran. 
Dimana hal ini juga merupakan bentuk penagihan angsuran secara langsung 
oleh pihak BMT. Walaupun ada sebagian kecil nasabah yang melakukan 
pelunasan tagihan dengan cara mendatangi kantor BMT. Monitoring risiko yang 
dilakukan oleh pihak BMT Kube Sejahtera adalah dengan melaksanakan 





untuk mengetahui mengapa nasabah mengalami kemacetan dalam pembayaran 
angsuran.  
4.2.2 Mengelola Risiko Murabahah 
Pengelolaan risiko yang terkait dengan barang di ketiga BMT adalah 
hampir sama di ketiga BMT dimana ketiga BMT mendampingi langsung dalam 
pembelian barang atau mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang 
diinginkan. Hal dinilai dapat meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan 
barang dimana nasabah membatalkan akad akibat barang yang dibeli tidak 
sesuai dengan keinginan nasabah. Sehingga pendampingan nasabah ketika 
membeli barang atau mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atau 
pendampingan oleh pihak ketiga ataupun pendampingan oleh ketua kelompok 
untuk BMT Kube Sejahtera 036 akan menghindari risiko tersebut.  
Pengelolaan risiko yang terkait dengan pembayaran, ketiga BMT 
mensyaratkan adanya jaminan. Namun, seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya jaminan di ketiga BMT memiliki mekanisme yang berbeda-beda. 
BMT Al-Amin tidak mengenakan jaminan untuk pembiayaan dibawah 1 juta 
rupiah. Jaminan yang diminta oleh pihak BMT Al-Amin berupa BPKB kendaraan 
bermotor dan surat-surat tanah.  
 BMT Hikmah mensyaratkan jaminan hanya untuk pembiyaan di atas 5 
juta rupiah dengan jaminan berupa barang itu sendiri. Selain itu pihak BMT 
Hikmah juga menerapkan sistem asuransi bagi anggota seperti asuransi 
kematian atau asuransi kebakaran yang dapat membackup risiko yang terjadi di 
kemudian hari yang terkait dengan anggota maupun tempat usaha anggota.  
Jaminan yang disyaratkan untuk nasabah BMT Kube Sejahtera 036 





atau tabungan kelompok sebagai jaminan telah disepakati oleh nasabah dan 
anggota kelompok lain dengan ketua kelompok tersebut.  
 
4.3 Cara Mengatasi Risiko yang Terkait Pembiayaan Bermasalah 
  Langkah yang ditempuh oleh pihak BMT dalam mengatasi risiko yang 
terkait dengan pembiayaan yang bermasalah hampir sama di ketiga BMT yang 
diteliti. Ketiga BMT pada umumnya melakukan rescheduling, restructuring, dan 
eksekusi. Rescheduling dilakukan dengan cara menjadwal ulang 
seluruh/sebagian kewajiban anggota (misalnya jangka waktu dirubah dengan 
cara diperpanjang, jumlah angsuran diubah, margin diubah dengan cara 
dikurangi, dll). Sedangkan resctructuring dilakukan dengan mengubah komposisi 
pembiayaan. Tindakan akhir setelah semua cara tidak berhasil adalah dengan 
eksekusi, yaitu dengan menyita dan melelang barang jaminan untuk menutupi 
kewajiban anggota.   
Langkah awal yang ditempuh pihak BMT Al-Amin dalam mengatasi 
pembiayaan yang bermasalah adalah melakukan silaturahim ke tempat nasabah 
yang teridentifikasi kredit macet kemudian menanyakan apa yang menjadi alasan 
nasabah sehingga tidak dapat melunasi angsuran. Langkah kedua pihak BMT 
mengeluarkan SP1 (surat peringatan 1) atau surat tagihan yang diberikan 
kepada nasabah. Apabila sampai tiga kali surat tagihan tersebut belum dilunasi 
maka pihak BMT akan mendatangi langsung nasabah tersebut. Jika hal tersebut 
belum berhasil maka pihak BMT akan merekstrukturisasi kembali 
pembiayaannya dengan cara memperpanjang waktu pelunasannya dan 
mempekecil jumlah angsuran yang harus dibayarkan. Rekstrukturisasi 
merupakan tahap akhir yang dilakukan dengan mempertimbangkan 





BMT Hikmah juga melakukan rescheduling atau kesepakatan ulang 
dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah. Penarikan jaminan merupakan 
langkah akhir yang ditempuh untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. 
Selain itu, BMT Hikmah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan 
penyadaran kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. 
BMT Kube Sejahtera 036 juga melakukan rescheduling terhadap 
pembiayaan murabahah yang bermasalah. Namun, apabila pembiayaan tersebut 
masih terindikasi masalah kemacetan dalam pembayaran, maka nasabah 
diwajibkan melunasi harga pokok barang saja tanpa margin yang dikenakan.  
4.3.1 Denda yang Dikenakan Terhadap Pembiayaan yang Bermasalah 
 Menurut Antonio (2001), seorang nasabah yang mempunya kemampuan 
ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah. Denda 
diberlakukan apabila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran padahal 
nasabah tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran.  
Pada BMT Al-Amin, pihak BMT sangat meminimalisir pengambilan denda 
dalam pembiayan yang bermasalah. Nasabah yang dikenakan denda adalah 
nasabah yang teridentifikasi kredit macet dan setelah pihak BMT melakukan 
survey nasabah yang bersangkutan memiliki kemampuan membayar namun 
tidak mau membayar. Denda berupa dana yang dikenakan kepada nasabah 
yang mempunyai karakter kurang baik dalam pelunasan. Denda ini tidak 
dimasukkan dalam pendapatan BMT melainkan dimasukkan dalam dana sosial. 
Besarnya denda ditentukan berdasarkan kesepakatan.  
BMT Hikmah memberlakukan adanya kifarat sebagai denda, yang 
didasarkan pada kemampuan nasabah. Kifarat tidak menjadi bagian dari 
pendapatan melaikan dimasukkan dalam rekening ZIS (Zakat, Infaq, dan 





pelunasan setelah masa jatuh tempo. Kifarat disepakati di awal pengajuan 
pembiayaan. 
BMT Kube Sejahtera 036 tidak memberlakukan adanya denda. Karena 
pemantauan angsuran dilakukan secara perkelompok dan terorganisir. Sehingga 
apabila pembiayaannya bermasalah maka kewajiban ketua kelompok untuk 
memantau anggota kelompoknya.  
Secara umum dalam lembaga keuangan syariah, kebijakan 
pemberlakuan denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam melakukan 
kewajibannya sesuai akad dan hal ini dilakukan secara sengaja. Denda yang 
diberlakukan oleh lembaga keuangan akan dimasukkan sebagai dana sosial.  
Fungsi BMT sebagai lembaga keungan syariah mikro harus mampu 
menjaga sistem kekeluargaan dengan nasabah. Hal ini dimaksudkan agar BMT 
dapat mengetahui keadaan nasabah yang sebenarnya dengan melakukan 
interaksi, melakukan kunjungan silaturahim, dan menciptakan suasana yang 
terbuka sehingga pembiayaan bermasalah dapat dihindari dan tentunya 

























Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut pada bab 
sebelumnya  peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik pembiayaan murabahah pada BMT digunakan untuk pembelian 
barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan dalam rangka 
menambah modal usaha). Adapun sebagian besar nasabah di BMT adalah 
pedangang kecil. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan harus 
merupakan anggota BMT. 
2. Risiko umum yang dihadapi dalam pembiayaan murabahah adalah kredit 
macet. Risiko kredit ini bagi pedagang kecil dapat disebabkan oleh 
kebakaran atau penggusuran tempat usaha. Kredit macet juga dapat 
disebabkan nasabah yang sakit atau meninggal. Risiko lainnya yang dihadapi 
oleh pihak BMT adalah nasabah yang berpindah tanpa melakukan konfirmasi 
dengan pihak BMT sehingga BMT mengalami kehilangan jejak nasabah. 
Risiko yang menyangkut pengadaan barang adalah sebagian besar pihak 
BMT mewakilkan pembelian barang kepada nasabah.  
3. Cara mengatasi pembiayaan murabahah yang bermasalah adalah 
rescheduling, restructuring, dan eksekusi. Rescheduling dilakukan dengan 
cara menjadwal ulang seluruh/sebagian kewajiban anggota (misalnya jangka 
waktu dirubah dengan cara diperpanjang, jumlah angsuran diubah, margin 
diubah dengan cara dikurangi, dll). Sedangkan resctructuring dilakukan 





cara tidak berhasil adalah dengan eksekusi, yaitu dengan menyita dan 
melelang barang jaminan untuk menutupi kewajiban anggota.   
 
5.2 Saran 
Saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian 
adalah sebagai berikut. 
1. Pihak BMT dapat menggunakan akad bagi hasil jika nasabah mengajukan 
pembiayaan tambah modal karena perdagangan umumnya ada perputaran 
dana sehingga BMT dan anggota dapat berbagi hasil/keuntungan.  
2. Pembelian barang objek murabahah sebaiknya dilakukan oleh pihak BMT 
dan akad murabahah baru dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik 
pihak BMT. 
3. Risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah seharusnya 
diantasipasi terlebih dahulu. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
 
Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka memiliki berbagai 
keterbatasan sebagai berikut. 
1. Penelitian ini belum menyajikan perhitungan acuan penetapan margin untuk 
setiap BMT yang menjadi objek penelitian. 
2. Penelitian ini belum dapat menganalisa risiko yang terkait pembiayaan 
murabahah secara terarah dan mendalam. 
3. Penelitian ini belum menyajikan informasi presentasi kredit macet di BMT 
karena responden cenderung tertutup mengenai presentasi NPF (Non 
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PERMOHONAN  PEMBIAYAAN 
Penjelasan kenasabah tentang 
system pembiayaan syari’ah 
Darwis, Ismail 
PEMASUKAN BERKAS 
- Surat permohonan & 
perincian alokasi 
pembiayaan 
- Copy KTP 
- Copy KK 
- Photo 3 x 4, 2 Lembar 
- Surat persetujuan 
suami / istri 
- Copy Jaminan 
- Materai 6000 
ANALISA PEMBIAYAAN 
6 C 




















- Surat permohonan & perincian 
alokasi pembiayaan 
- Copy KTP 
- Copy KK 
- Photo 3 x 4, 2 Lembar 
- Surat persetujuan suami / istri 
- Jaminan 
- Surat kuasa penggunaaan jaminan 
- Surat kuasa penjualan jaminan 
- SPPH 













FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN BMT AL-AMIN MAKASSAR
A. 1 2 3
NAMA LENGKAP : JENIS KELAMIN  PRIA WANITA
NOMOR KTP :  
ALAMAT RUMAH : KODE POS : NO. TELEPON :
sesuai KTP NO. HANDPHONE : PHOTO
ALAMAT TEMPAT TINGGAL : KODE POS : NO. TELEPON : 3 X 4 cm
SAAT INI NO. HANDPHONE :
STATUS RUMAH : MILIK SENDIRI MILIK KELUARGA MILIK PERUSAHAAN  SEWA / KONTRAK LAMA DITEMPATI TAHUN
TEMPAT & TANGGAL LAHIR : ,
PENDIDIKAN : AGAMA
STATUS :  MENIKAH LAJANG DUDA/JANDA JUMLAH TANGGUNGAN  ORANG
NAMA IBU KANDUNG :
B.
JENIS PEKERJAAN :  KARYAWAN BUMN / BUMD / SWASTA / PERUSAHAAN ASING ............................ (coret yang tidak perlu)
PEGAWAI NEGERI PROFESIONAL WIRASWASTA TNI / POLRI IBU RUMAH TANGGA
LAINNYA ............................................. (sebutkan)
PANGKAT DAN JABATAN :
NAMA PERUSAHAAN :






B. 3 X 4 cm
JENIS PEKERJAAN : KARYAWAN BUMN / BUMD / SWASTA / PERUSAHAAN ASING ............................ (coret yang tidak perlu)
PEGAWAI NEGERI PROFESIONAL WIRASWASTA TNI / POLRI IBU RUMAH TANGGA
LAINNYA ............................................. (sebutkan)
NAMA PERUSAHAAN :
ALAMAT PERUSAHAAN : KODE POS : NO. TELEPON :
NO. HANDPHONE :
PENGHASILAN PEMOHON : Rp. per bulan SUMBER :
PENGHASILAN TAMBAHAN : Rp. per bulan SUMBER :
PENGHASILAN SUAMI/ISTRI : Rp. per bulan
TOTAL PENGHASILAN : Rp. per bulan
PENGELUARAN RUTIN : Rp. per bulan
SISA PENGHASILAN : Rp. per bulan
KEMAMPUAN MENGANGSUR : Rp. per bulan
NILAI PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN : Rp. JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN BULAN
PERUNTUKAN PEMBIAYAAN : USAHA KONSUMTIF  SEBUTKAN : _________________________________
UANG MUKA : Rp.




STATUS AGUNAN MILIK SENDIRI MILIK ORANG LAIN
APAKAH ANDA SUDAH MEMILIKI REKENING DI BMT ? TIDAK YA, JENIS REKENING ............................... NOMOR REKENING
APAKAH ANDA PERNAH MENDAPAT FASILITAS PEMBIAYAAN DARI BMT / BANK / LEMBAGA KEKUANGAN LAINNYA ? TIDAK PENAH
 PERNAH, PERUNTUKAN NAMA ANALISIS




Pemohon Suami / Istri Pemohon











Demikian permohonan ini diajukan, dan dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) AL-AMIN Pusat Makassar termasuk 


















PENGHASILAN PEMOHON : Rp. per bulan SUMBER :
PENGHASILAN TAMBAHAN : Rp. per bulan SUMBER :
PENGHASILAN SUAMI/ISTRI : Rp. per bulan
TOTAL PENGHASILAN : Rp. per bulan
PENGELUARAN RUTIN : Rp. per bulan
SISA PENGHASILAN : Rp. per bulan
KEMAMPUAN MENGANGSUR : Rp. per bulan
NILAI PEMBIAYAAN YANG DIAJUKAN : Rp. JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN BULAN
PERUNTUKAN PEMBIAYAAN : USAHA KONSUMTIF  SEBUTKAN : _________________________________
UANG MUKA : Rp.




STATUS AGUNAN MILIK SENDIRI MILIK ORANG LAIN
APAKAH ANDA SUDAH MEMILIKI REKENING DI BMT ? TIDAK YA, JENIS REKENING ............................... NOMOR REKENING
APAKAH ANDA PERNAH MENDAPAT FASILITAS PEMBIAYAAN DARI BMT / BANK / LEMBAGA KEKUANGAN LAINNYA ? TIDAK PENAH
 PERNAH, PERUNTUKAN NAMA ANALISIS




Pemohon Suami / Istri Pemohon








Demikian permohonan ini diajukan, dan dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) AL-AMIN Pusat Makassar termasuk 





PROSEDUR PENCAIRAN PEMBIAYAAN BMT AL-AMIN 
 
 
1. Permohonan pembiayaan 
- Penjelasan kenasabah tentang system pembiayaan Syari’ah 
- Darwis , Ismail 
 
2. Pemasukan berkas 
- Surat permohonan dan perincian alokasi pembiayaan 
- Copy KTP 
- Copy KK  
- Pas Photob  3x 4,  2 lembar 
- Surat persetujuan suami / istri 
- Copy Jaminan 
- Materai 6000 
 
3. Analisa pembiaan 
- Analisa 6 C 
- Ahsan & Darwis 
 
4. Persetujuan  
       - Ahsan                      Ust. Idris 
 
5. Akad Pencairan Kredit 
- Ahsan / Darwis / Ismail 
6. Pengarsipan 
- Aqad Pembiayaan 
- Jaminan asli 
- Photo 
- Copy KTP 
- Copy KK 
- Surat persetujuan suami / istri 






SURAT KUASA PENGGUNAAN JAMINAN BMT AL-AMIN 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama  : ……………………………………………………………. 
Alamat : …………………………………………………………….. 
Telpon  : ............................................................................................. 
Nomor KTP : ............................................................................................ 
Hubungan dengan Pihak II ( Kedua )         .................................................. 
Selanjutnya disebut PIHAK I ( Pertama ) 
 
Nama  : ……………………………………………………………… 
Alamat : ……………………………………………………………... 
Telpon  : ............................................................................................... 
Nomor KTP : .............................................................................................. 
Selanjutnya disebut PIHAK II ( Kedua ) 
Pihak I secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun memberikan kuasa 
sepenuhnya kepada Pihak II Untuk menggunakan surat saya berupa 
………………………………  NO. …………………………..yang dipergunakan 
sebagai jaminan pembiayaan di BMT Al- Amin Makassar. Dan  apabila dikemudian 
hari ternyata pembiayaan yang diterima oleh Pihak II dinyatakan bermasalah oleh 
pihak BMT Al-Amin sehingga mengharuskan untuk d`ieksekusi maka secara otomatis 
Pihak I menyerahkan jaminan tersebut untuk dieksekusi oleh BMT Al-Amin  guna 
menyelesaikan hutang dari  Pihak II.  













































































Wawancara bersama Manajer Umum   Wawancara bersama Bagian Pebiayaan 

























   Wawancara bersama Manajer Pembiayaan BMT Kube Sejahtera 036 
   Bapak Arifuddin Noor, SS. 
 
  
